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                    ABSTRAK :  Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota. 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango 

ini adalah: 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone 

Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4269); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

Undang-undang  Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta  Pemilihan Gubenrur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota, sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Komisi Pemeilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  Wakil Bupati dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umm Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 



15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  Wakil Bupati dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, 

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan  Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); 

Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahu  2020 tentang 

Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 980); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam 

kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 Covid-19) (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan 

kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  Wakil Bupati 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi 

Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (covid-19) (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068); Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis 

Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus dana Kampanye peserta Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  Wakil Bupati dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 453/HK.03-

Kpt/03/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Sumbangan dan 

Kampanye yang Tidak Sesuai ketentuan Kas Negara oleh Peserta Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/HK.03-

Kpt/03/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau 

Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana 

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota. 

 

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 174/PL.02.5-

Kpt/7503/Kab/IX/2020 diatur tentang : 

- Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020; 

- Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaiman dimaksud 

dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan  

o Pertemuan Terbatas; 

o Pertemuan Tatap Muka; 



o Pembuatan Bahan Kampanye; 

o Jasa Managemen/Konsultan; 

o Alat Peraga Kampanye; 

o Bahan Kampanye; 

- Total Pembatasan Penegeluaran Dana Kampanye adalah sebesar RP 

10.000.000.000 Sepuluh Miliar Rupiah); 

 

                         CATATAN : -       Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 September 2020. 

-  Keputusan ini terdiri dari 6 Halaman. 


